
LEMBARAN DAERAH
NOMOR 2

KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2OOO

PERATURAN DAERAH KABIJPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
\, NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZTN MEI\TDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEP.A.L.A DAERAH TINGKAT II PEMAI,ANG

Menimbang ( 1 .

t'.
\'

Mengingat : l .

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II, maka Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan merupakan jenis retribusi Daerah
Tingkat II ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksuc!
pada huruf 4 maka periu diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Penerintah Nomor
32 Tshun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

Undang-undang Nomor 49 Prp Tbhun 1960 tentaog Panitia2.
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Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik In-

donesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 2104) ;

Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun l98l tentang Hukum

Acara Pidana (tembaran Negara Republik Indonesia Thhun

l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209)'. ar

Undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun I 997 Nomor 41. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 60. (Tambahan Lembaran Negara Republik In-

donesia Nomor 3839) :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-undangNomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun l98l Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3258) '. r.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
' lahun 

1997 Nomor 55, lambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3692\ ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
'lahun 

l99l

-

8 .

t en tang  . . . . . . . . . . . . . . .  ( 3 )
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tentang ijin Mendirikan Bangunandan ljin Undang-undang
(iangguan Bagi Perusahaan Industri ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun l99l
tentang Bentuk Peraturan f)aerah dan Peraturan Daeratr
Perubahan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Thhun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tinhun 1997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribtrsi
Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor I 19 Tahun 1998

tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
'I'ingkat 

I dan l)aerah Tingkat ll ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tanggal23 Maret
1957 tentang Mengatur Pembikinan dan Pembongkaran

Bangunan-bangunan dalam Kabupaten Pemalan_q
(Lem baran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1957, Tambahan

Lembaran Propinsi Jawa Tengah Nomor 57), sebagainuma

telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang tanggal 3l Juli 1959 (Lembaran Propinsi Jawa
'fengahTahun 

1960, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa
'fengah 

Nomor 2l ) dan kedua dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1974 (Lembaran

Propinsi Jawa Tengah 1974 Nomor 62) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

r l
t  - -

! - 1

14 .

Nomor l l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4)
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Nomor I I thhun 1986 t€ntang Garis Sempadan (hmbaran
Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun
1986 Nomor 6) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingtungan Pernerinah Kabuparen Daerah fingkat
II Pemalang (trmbaran Daera'h Kabupaten Daerah fingkaz
II Pemalang Tahun 1987 Nomor l4).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Pemalang.

IV lEMUTUSKAN

MCnCtAPKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TTNGKAT II
PEMALANG TENTANC RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGLNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasel I
a-

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pemalang ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang :

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat I[ Pemalang ;

d .  Pe jabat  . . . . . . . . . . . . . . .  (5 )
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Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan

nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

firma, kongsi, koperasi, yayasan. atau organisasi yang

sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta

bentuk badan usaha lainnya ;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan

tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudlcan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunzlan sumber

daya alam, barang, prasaraila, sarana. atau fasilitas tertentu

guna mel indungi  kepent ingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan ;

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan

oleh Pemerintah f)aerah kepada orang pribadi atau badan

untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agal

desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai

dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai, dengan

Koefisian Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas

tsangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKts)

yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ;

h. Retribusi ............... (6)

\/

+-
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h. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya

disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian

izinmendirikanbangunanolehPemerintahDaerahkepada
orang pribadi atau badan, termasuk merubah

bangunan ;

i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut peraturan perundang-undangan retribusl

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

j Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-

bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan

dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu

pemilikan ;

k. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan

bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan

menggali, menimbun atau meratakan tanah yang

berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan :

l. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau

menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan'

membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan

mengganti bagian bangunan tersebut ; 
t'

m. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada

jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as

pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau

pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh di bangun

bangunan'bangunan ;

n .  Koef is ien  . . . . . . . . . ' . . . . .  (7 )
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Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan
luas kavling/pekarangan :

Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok atas
perbandingan antara.iumlah luas lantai bangunan dengan
luas kavling/pekarangan ;

Koefisien Ketinggian llangunan adalah tinggi bangunan
diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas
dari bangunan tersebut :

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKR.D adalah surat keputusan yang menentukan
besamya.iumlahmya retribusi yang terutiulg ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BayarTambahan,
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebilr Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat kepritus;rn
yang menentukan jumlah keiebihan pembayaran retribusi
karerra j umlah kredit reribusi lebih besar dari pada retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

\,

0 .

r.

j

p.

q .

{.-

u. Surat .. . ......... (8)
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Surat Thgihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat  untuk meiakukan tag ihan
retribusi dan atau sanksi administra-si berupa trunga da"n
atau denda ;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di-
persamakan. SI(RDKBT dan SI(RDLB yang diaiukl
oleh Wajib Retribusi ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk nrencari.
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan
la innya dalam pengawasan kepatuhan pemenuharr
kewajiban retr ibusi daerah berdasarkan peraruran
perundang-undangan retribusi daerah ;

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi l)aerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik.
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBI-ISI

Pasal 2

I)engan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

u .

Y

Pasa l  3 . . . . . . . . . . . ( 9 )
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Pasal 3

( l) Obyek Retribusi adalah pemberian iz.in mendirikan hangunan.

(.21 'l'idak 
termasuk obyek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan

untuk tempat peribadatan.

Pasal {
\.

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin
mendirikan bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

I{etribusi Izin Mcndirikan Bangunan cligolongkan sebagai rctribusr perizinarr
lertentu.

IIAB IV

CT\RA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

I'asal 6

\r, t I'ingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus
yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan.
rencana penggunaan bangunan, hirarkhi kota/wilayah, kelas jalan dan
l<elas hangunan.

(Z ) I;aktor-faktcr sebagaimana dimal<sud ayat ( I ) pasal ini, diberikan bobot
(koefbsien).

(3 )  Besamya . . . . . . . . . . . . . . .  (10)
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(3) Besamyakoefesien sebagaimana dimaksud ayat(2) pasal ini, ditetapkan
sebagai berikut :

a. Koefesien Luas Bangunan

No. Luas Bangunan Koefesien

I

2

-t

4

5

6

7

Bangunan dengan luas s/d | 00 m2

Bangunan dengan luas sid 250 m2

Bangunan dengan luas s/d 500 m2

Bangunan dengan luas s/d 1000 m2

Bangunan dengan luas s/d 2000 m2

Bangunan dengan luas s/d 3000 m2

Bangunan dengan luas s/d >3000 m2

1,00

1 .50

2.-50

3.50

4.00

4,50

5.00

b. Koefesien Tingkat Bangunan

No. Tingkat Bangunan Koefesien

I
2
J

4

5

Bangunan I lantai

Bangunan 2 lantai

Bangunan 3 lantai

Bangunan 4 lantai

Bangunan 5 lantai

keatas

1,00

! ,50
2,50

3,00

4.00

c .  Koe fes ien  . . . . . . . . . . . . . . .  ( l l )

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



il

\-

rv

0. Koefesien Guna Bangunan

d. Koet'esien kotar.wilayah

I

2
,')
.t

5
6
7
O
o

.,

10
l t
l2

Koefesien

1,20
1,00
0,50
0,25

I ,00 -  1,20
0,65 - 0.95

U

l ,0 t r
0,80
a,75
0,50

No. Guna Bangunan Koefesien

I
7
1
-l

4

6

8
9
l0

Bangunan Sosial
Bangunan Perumahan
Bangunan fasilitas umum
Bangunan pendidikan
Bangunan kelembagaan/kantor
Bangunan perdagangan dan jasa
Bangunan Industri
Bangunan khusus
Bangunan campuran
Bangunan lain-lain

0,50
1.00
1,00
1,00
1 ,50
2,00
2,00
2.50
2,75
3,00

Flirarkhi kota/wilayah

Kota I
Kota II
Desa I
Desa II
Industri I
Industri II
Kawasan Lindung I
Kawasan Lindung II
I{ibbon Development I
Ribbon Development II
Pariwisata I
Pariwisata II

e. Koefesien . . . . . . . . . . . . . . .  (12)
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e. Koefcsieo Kelas Jalan

f. Koefesien Kelas Bangunan

No. Kelas Bangunan Koefesien

I
2
3

Bangunan'Permanen
Bangunan Semi Permanen
Bangunan Sementara

1,00
0.75
0,50

i

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f Pasal ini.

No. Kelas Jalan Koefesien

I

2
a
J

4

5
6

Bangunan dipinggir jalan protokol/
jalan utama kota
Bangunan dipinggir jalan arteri
Bangunan dipinggir jalan kolektor
Bangunan dipinggir jalan antar
lingkungan
Bangunan dipinggir jalan lokal
Bangruran dipinggir jalan setapak
Kampung/Desa./Pedesaan

2,00
1,50
1,25

1,00
0,75

0,50

BAB v  . . . . . . . . . . . . . . .  (13)
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BAB V

PRINSIP DAhI SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTTJR DAN BESARNYA TARIF

Pacal 7

( I ) Prinsip dan sasaran dalam penetapan taril'retribusi didasarkan pada tujuan

1 untuk rnenutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraalr
\-

pemDenan rzrn.

(2) Biaya sebagairnana dimaksud ayat ( l) Pasal ini. meliputi biaya pengecckan
dan pengukuran lokasi. biaya pemetaan dan biava lransportasi dalanr
rangka pengawasan dan pengendalian.

( l )

(2)

(3)

BAB \II

STR.UKTUIT DAN BISARNYA TARIF

Fasal ll

'faril' 
ditetapkan seragarn untuk setiap ba:rgunan.

Stnrktur dan besarnya tarif retribusi ditetaokan sebesar Rp. 1000/nr:/psnjang.

Apabiia mengenai perubahm yang sitatnya lrerat, tresarnya tarif retrihusi
ciihitung 50% (lirna puluh per seratus) dari tarif sebagainiana dirrraksud
ayat (2) Pasal ini.

BAIS VII

CATTA P}]NGHITTJ N(;AN RE'I'i lTBUSI

Pagal I

Ilesarnya rctribusi yang terutang dihitung rlengan cara Inengalikan iarif'rctrihusi

\-

sebaga imana  . . . . . . . . . . . .  . .  ( 14 )
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sehagaimana dimaksud lfasal I  ayat (2) Peraturan Daerah ini.  dengan t ingkat
penggunaan jasa sebagainrana tlimakstrd dalam l'asal (r ayat (4) l)eraturarr

I )aerah in i .

IIAI] Vlil

WILAYAH PEMUNGTITAN

Ilasal l0 t,

lletribusi yang terutang dipungut Ci Wilayah Daeralr tempat izin mendirikarn
hangunan diberikan.

llAll Ix

SAz|I '  RETRIBUSI TERI.l l 'AN(;

l 'asal I  I

Saat tcrutangnva rctribusi adalah pada saat ditctapkannr a SKRI) atau tiokunrcn
lain rang dipcrsarnakan.

IIAI} X

STIRA'I '  PT]NDAFTARAN

Pasal  12 e.  I

( i  )  W'ar1ib l tetr ibusi rvaj ib nrengisi SI, ' I 'RI).
' ,2 \  S l ' ' l  RI )  sebagaimana d inraksud ayat  (  l )  l 'asa l  in i ,  harus d i is i  dengarr

. ielas. benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya.

(3 ) lJentuk, isi dan tata cara pcngisian serta penyampaian SPT'RD sebagaimana

d imaksud  . . . .  . . . . . . . . . .  ( 15 )

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



l 5

dirnaksud ayat (l ) Pasal ini. cl itetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

PENETAPAI\ RETRItsUSI

Pasal  13

- ' I ) Berdasarkan SP'IRD sebagaimana dimz*.sud Pasal l2 ayat ( I ) Peraturan
t'

Daerah ini. retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau

dokumen lain yang dipersarnakan.

(2) Apabila lrerdasarkan hasil pemeriksaan dzur clitemukan data baru dan

atau dara yang semula belum terungkap yang men)'ebabkan penambahan

iumlah retr ibusi yang terutang. rnaka dikeluarkan SKRDKB'I.

(3) l lentuk. isi.  dan tata cara penerbitan SKRD atau d<lkumen lain van!

dipersanrakan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) pasal ini dan SKRDKI] I

sebagaimana dimaksud ayat (2) f)asal ini ditetapkan oleh Bupati Kepal.r

l)aerah.

BAT] XII
'TAT'A (]ARA PEMUN(;UTAN

Pasal 14

( I ) Pcmungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2\ Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh

Bupati Kepala Daerah.

y

BAB Xr I I  . . . . . . . . . . . . . . .  (16)
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BAB XIII

SANKIII ADMINISTRAST

Porrl 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga sebesar 2 o/a (dua
perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
.I'ATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(l ) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

( 2 ) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-larnbatnr:a I 5 (linra belas) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

SKRDKBT dan STI{D.

( i ) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pernbayaran retnbusi diatur

dengan Keputusan Bupati Kepala f)aerah.

BAB XV 
")

TATA CAR.A PENAGII{AN

Pasr i  1?

( l) Pengeluaran Surat 
'l 'eguran/peringatanisurat 

lain yang sejerris sebagar

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah

7 (hriuh) hari se.iak jatuh tenrpo pembayaran.

(2 )  Da lanr  . . . . . . . . . , . . . .  (17 )
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(2) Dalarn jangkawaktu 7 (fi{uh) hari setelah tanggal Surat Tegurar/peringatan/
surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinyaymg
terutang.

(3) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
ayat (l) Pasal ini dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 18

( I ) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada tsupati Kepala
Daerah atau Pejabat yang dituniuk atas SKR[) atau dokumen lain yang
dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa lndonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat
(2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

(6 )  Penga juan . . . . . . . . . . . . . .  (18)
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( 6 )

( l )

(2 )

( l )

I t t

l'engaiuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal  l9

l lupati Kcpala l)aerah dalant. iangka waktu paling lama 6 (enanr) bulan

se.iak tanggal surat keberatan diterinra harus memberi keputusan atas

kcheratan yang diajukan.

Keputusan Bupati Kepala f)aerah atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian. menolak atau menambah besarnya retribusi

j"ang terutang.

..\pabila iangka rvaktu sebagainiana dinraksud ayat ( l) l'}asal ini telah

lervat dan Rupati Kepala Daerah tidak nremberikan suatu keputusan.

kebcratan vang dia.jukan tersebut dianggap dikabuikan.

I ]AI I  XVI I

PEN(;EI}TBALIAN KELEBII IAN PEMBAYARAN

Pasal 20

.\tas kelcbihan penrhrayaran rctr ibusr. Waiib l{ctr ibusr t lapat tnenga.lukatt

pcrnrohonan pengembaliarr kepada l]upati Kcpala l)aerati .  
.)

i l t ipati  Kepala Daerah dalam iangka ,,vaktu paling larna (r (cnam) bulan

se iak  r i r t e r rn ran ! ' a  pe r rnohonan  ke leb ihan  pembayaran  re t r i bus i

:, . :hagainranir t l imaksLtr- l  ; tyat { l  ) l}asal i trr,  }tartts rnemberikan keputusan.

,,\pitbi la langkir n'akttr scbagarmana dimaksud ayat (2) Pa';al ini.  telah

tlilarnpaur darr []upati Kepala Daerah tidak menrberikalr suatu keputusan,

perrnohunan pen gembal i  an kelebihan retr ibusi dianggap dikabulkan dan

(2 )

( l i

i l r

r 9

SKRDI -B  . ( I9 )
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l 9

SKRDLB harus diterbitkan daiam jangka waktu paling lama l (satu)

bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud avat ( | ) Pasal ini, langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retr ibusi sebagaimana <iimaksud

ayai ( l) Pasal ini di lakukan dalam jangka rvaktu paling ianta 2 (duat

bulan sejak diterbitkannya SKRDI-I].

(6) Apabila pengembalian kelebihan oernbayaran retribusi dilakukan sctelah

lewat jangka rvaktu 2 (dual bulan. l iupati Kepala Daerah memberikan

imbalan bunga sebesar 2 oh (dua perse ratus) sebulan atas keterlanrbatarr
pembayaran kelebihan retribusi.

Pasa l  2 l

( I ) Pernrohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tertul is kepada Bupati Kepala l)aerah dengan sekurang-kurang.nvi.r

menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi :

b. besamya kelebihan pembayaran :

c. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

secara langsung atau melalui pos tercatat, (3) Bukti penerimaan oleh
Pejabat Daerah atau bukti pengirirnan pos tercatat rnerupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

( I ) Pengembalian kelebihan retr ibusi di lakukan dengan menerbitkarr Surat

Per in tah  . . . . . . . . . . . . . . .  (20)
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l)crintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihart petnbayaran retr ibusi diperhitungkan dcngan utang
retr ibusi lainnya sebagainrana l,asal 2l ayat (4) lreraturan I)aerah ini.
pentbayaran dilakukan clengan cara penrindahbukuan dan bukti pernindah-
bukuan iuga berlaku sebagai bukti pernbayaran.

BAII XVilt ..

PENGURANGAN. KERINGANAN

I)AN PE,MBEBASAN RETRIBUSI

Pasal  23

( |  ) l lupati Kcpala l)eerah dapat nrenrberikan penqurangan. kcnnganarr dan
pembebasan rc t r ibus i .

r - ')  I 'cnrberian penguranqan atau kcrinqanan rctr iLrusi sebagainrana dinraksuil
. t \a t  ( l )  I 'asa l  in i .  dengan tnemperhat ikan kenrampuan Wa. i i t r  Retr ibus i .
i intara lain untuk nlenuangsur.

i i  r  i ' cnrbebasan rc t r ibu: ; i  scbagarrnana c l i rnaksur i  avat  ( l )  l rasal  in i .  antar i r
lar r r  r l lber ikarr  ke pada \ \a f  ib  l (c t r r t l rs i  tar t r l  d i t i rnp; . r  t re  ncal ra i r lan l  i l tar l
l ' .crustr l tarr

i  +  i  i i r t ; r  ca t l t  i ) c t tg t ! r i tng . r t t .  k r : r t i r i , . ; r t l r r i l  r t l r r t  pu ln f rch i t -s i t r t  ru t r ib i t : r  t i r t c ta l l k i rn  J -

i r leh  l lupa t r  Kcpa l i :  l )a ' : : r i rh

i r , { t t  x ix

H  T I ) A T , I  I W A R S A  P I . ] i { 4 ( ; T [ I A N

l 'asal 2"1

( I  )  [ lak untuk t t tc lakukatr pcnagihan Retr ihusi ,  kadaluwarsa setelah rne-

l ampau i  . . ( 21 )
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{ ) \

(3  )

2 l

lampaui jangka waktu 3 (t iga) tahun terhitung sejak saat terulangnla
retr ibusi, kecuali  apabila Wajih l lelr ihusi melakukan t indak piclana bidang,
Retribusi.

Kaclalurvarsa penagihan f lctr ibusi sci:,againranir t l inraks'.rt l  a-vat ( I  ) l ' trsai
ini.  tertangguh apabila .

a. diterbitkan Surat 
' I 'eguralr. 

atau.
b.  ada pengakt tan utang ret r ibus i  , lar i  \ \ :a i ih  l {c tn t rus i  ha i l  lanss ' . r r r r :

nraupun t idak langsung.
' lata 

cara penghapusan piutang re tr ib' .rsr ranu sudah kadalu*ars.I ( l ialur

oleh l lupati Kepala l)aerair.

IIAI} XX

KETNNTT,IAN PIDANA

l)asal  25

( l )  Wa. i ib  Retr ibus i  Iang t idak nte laksanakan ken,a i iban sehinqga n le-
rugikan keuangan Daerah diancant pidana kurungan paling lanra 0 (e nanr )
bulan atau denda paling hanyak 4 lempat) kal i  iunrlah Retrihusr vang
terutang.

L 
(2) ' l ' i ndak  

p idana  sebaga in rana  d i rnaksud  aya t  ( l )  l , asa l  i n i .  r rda lah
pelanggaran.

I]AI} XXI

Pi ]NYI I ) IKAN

Pasal  26

l 'e iabat  l )cgawai  Neger i  S ip i l  tc r tentu d i  l ingkungan l 'c rner i r r ta l r  l )3c lah( l )

di heri . (22)
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di heri \vewenang khusus sebagai l 'enyicl ik untuk nre lakukan penyidikarr

t irrt lak pidana t l i  bidang Retribusi l)acrah. scbagainrana cl inraksud dalanr
Undaltg-uttr lang Norttor 8 

' lahurr 
l9l l l  tcntang l{ukunr Acara l ' idana.

(2) Wewenang pcnyit l ik sekragainrana cl imaksud ayat ( I  ) Pasal ini adalah :

l .  lneneritna. rnencari.  r lretrgumpulkan dan menelit i  keteratrgarr atau
laporan berkcnaan dengan t indak pidana di bidang Retribusi Daeralr
agar keterangan atau laporan tersebut meniadi lengkap dan ielas ;"-

b. rneneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah .

r'. rrteminta keterangan dan lrahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan t indak pidana di bidang Retribusi l)aerah .

tt .  rnemeriksa lruku-l iuku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lairr
hcrkenaan dengan t indak pidana di bidang Retribusi Daerah :

,J rnelahukan penggeledahan untuk menclapatkan bahan bukti pembukuan.

pencatatan t lan dokumen-clokumen lain. serta rnelakukart penvitaan

terhadap barang bukti tersehut .

I  rncmlnt i r  hantuan icnaga i rh l i  da lanr  r i ingka pelaksanaan tugas

penyid ikan p idana b ic iang l tc t r ibusr  l )acra l r  ,  
,

,' rnenvurLrh herhenti dan atau melarang seseorang rneninggalkan ruangar-t-'
i i tau tenrpat pada saat pemeriLsaan sedang beriangsung dan memeriksa

rclctrt i tas t)r i lrr{ i  ai.au t lol<.urnen i 'ang dibarla sebagaimana rl intaksud

i r  r r r t t  I  , . '

i r  rnenrotrrt \L'\c{)r ir{rs Ircrknitart dengan t indak pidana cl i  bidarrg i tetr ibusi

l )aerah :

i .  r nemangg i l  .  . . .  .  . . . . .  ( 23 )
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi ;
j menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

d i pertan g gu n gi awabk an .

L:3) 
Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini memberitahukan di-

mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut tlmuin. sesuai ketentuan yang diatur dalam lJndang-undang

Nomor 8 
'Iahun 

l98l tentanq Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 27

tlal-hal y'ang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepaniang

mengenai pelaksanaannva akan diatur lebih laniut oleh Bupati Kepala l)aerah.

Pasel 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai

L-pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor

5 lahun 1995 tentang Biaya Pengawasan Bangunan-bangunan (Lembaran

f)aerah Kabupaten f)aerah'Iingkat ll Pemalang Tahun 1995 Nomor 7 Seri

Il Nonror 4). dinyatakan tidak berlaku.

Pase l  29  , . . . . . . . . . . . . . .  (24)
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Pasal 29

l 'eraturan I)aerah ini nrulai herlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya sctiap orang rlapat mengetahuinya, memerintahkan
pertgundangan Peraturan [)aerah ini dengan penempatannya dalanr Lenrbaralr
I)aerah Kabupaten I)aerah 

. l ' ingkat 
l l  l )entalang.

Ditetapkan di Pemalang'-
pada tanggal I juli 1999

DC1YAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII BUPATI KEPALA I}AERAH TINCKAT II
KABI.IPATEN DAERAH TINGKAT II P E I\I A I, A N G

P F ,  I I I A I , A N ( ;

Ke tua .

( a P  t  a l t

t t t i .  t ld .
g. ' I 'ARt \ t t rDJ t  Drs .  l l .  N t t rNIR

l ) rundanqkar r  r l i  l ' c r r ta lunr l

p; .rda tanggal l -5 \ larct  l (XX)

SEKRHTARIS I }AT]RAI I
KA BTI I 'ATT]N PENIAI , , \N( ;

I  i t 1 ' .

t t r l

Drs. I l .  Nt() f  LJ()N()

I  l . l ' " l t JARAl i  i )AEt tA l l  ( r \ t | l . lPA l  l :N  l ' l  l u lA i . , \ l . j ( i  lA i l t JN :00 [ ]  NOMOR 2

P E N J E T , A S A N  , .  . , ,  ( I )
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P E N J E L A S A N

ATAS

PERAT(JRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH'TIN(;AT I I  PEMAI-AN(;

NOMOR 2 TAHTIN 1999

T N N ' I ' A N ( ;

RET 'RIBTJSI  IZ IN MENDIRIKAN I }AN( ;T ]NAN

. (
L  PENJEI ,ASAN UMUM

lJahwa dengan t l i tetapkannva I  lndang-undang Nornor l8 I 'ahurr

1997 tentang l 'a iak l )aerah dan l{etr ihusi  l )aerah. rnaka l)eraturan l)aerah

Kabupaten l)aerah I ' ingkat I l  l 'emalans Nonror I  
- [ 'ahun 

l9q5 1si1611t

l l iava l )engawasan l langunan-banglunan \ang didasarkan pada I  indang-

undang Nomor l2l l ) r t  
- lahurt  

1957 tentang l)eraturan I  Inrunr l tetrrbusr

I)aerah. dinyatakan t idak berlaku.

Sehubungan dengan hal terscbut diatas. nraka perlu nrangatur

kenrbal i  tentang l tetr ibusi  lz- in Nlendir ikan I langunan dengan l)eraturan

I)aerah.

I I .  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

l 'asal I s/d 5 :  ( ' ukup  l e las

,  Pasa l  6  aya t  ( l ) .  ( 2 )  :  ( ' ukup  i e las
\P 

l)asal 6 ay*at (l )

hu ru l ' a .  b

l )asal  ( r  ayat  ( l )

huru l '  c

( ' ukup  i e  l as

Yaug d i r t r tksr rd b i tngrr r rar r  la i r r - l r r i r r

adalah .

L  l ) i rp i t r r  l {ek l i r r r rc  .

I  . f c r r r l r i r ta l l  .  . . .  Q l
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2. . fenrbatan l)et tvebcrang?ul ;
i .  Mer ta ra  le lekor t tu r t i kas i  :

+.  Menar:r  . \ i r  .
i .  Mt t t t t tn t t : t t  .

( r .  (  iapur l  .

1  l l a r tgu r te rn  d ia tas  r t t aka r t r
( ( ' ungkup  )  ;

l)asal (r avat (- i)

I turu l  d  s i  r i  I  :  ( .ukup , ie las.

Pasa l  7  t ukup ie l as .

l 'asa l  f i  avar  (  I  t  dan t l )  t 'ukup te las.

I)asal li a\ lt ( .1 ) \'lurg dimalisud perubahan I ang sii'ar-
rrr a bcrat adalah peke riaan rncngganti
. lar l ,a tau rnenambah bagran-bagran
(onstruksi bangunan berupa :

. i  i l l c i l r l r l r t tgkar  a tau  rnenamfra l i

l )atar tcmbof.

r -  r n c r n h c r n g k a l  a l a r r  n t c n g g a n l l

rrxrstruksi ka;r

i ' r rs r r l  ' !  l t r r rnus  nrcnght tunq Re tnbr ts i  ada l . r i
- : ' i , - lger  i rc : " i i r t , i

i . u i l '  l l a r r g u n a n  \  l a n l  ( l t p . l . { X ) { - i i  i

i i .  r s  f  L 's ien-Loc lc : i c t t .

i ' r i s i r l  l { i  (  u k u p  j e l a s .

l ' r r : a t  l i  a , r a t  { l t  l } a g r  \ t ' a - i i b R e t r i h u s i } a n g m e n g g u n a -

k a n  S K R I )

I ' a s a l  l )  a y a t  ( l ) .  ( i )  d a n  { ' } ,  ( ' u k u p  j e l a s .

l )asa l  l i  s rd  ]9  ( 'ukup je las .
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